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Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa 
apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala 
perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu 
berada dalam kebenaran. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 186) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ 
Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز ra R Er 
ش zai Z Zet 
ix 
 
ض sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ 
Es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ 
De (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ 
Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge  
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
و mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ي ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
  
x 
 
2. Vokal 
  Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
  Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda 
dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و...أ 
Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
    
 
 
xi 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
alif atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
ي...أ 
Kasrah dan 
ya 
Ī 
i dan garis di 
atas 
و...أ 
Dammah 
dan wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
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4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbanaa 
2.  َل ََّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
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 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhużūna 
3. عىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
xiv 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ محمدام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 
 بز للهدمحنا
هيمناعنا 
Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 ىهن الله نإو
هيقشاسناسيخ 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 
 ميكنا اىفوأف
ناصيمناو 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Rika Fitri Cahyaningrum, NIM: 142.111.084: “Jual Beli Cacing Dalam 
Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Respon Warga NU di Kecamatan 
Karanganom Kabupaten Klaten”.  
Zaman sekarang banyak fenomena tentang jual beli di masyarakat yang 
tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli itu sendiri, baik dari segi cara, bentuk, 
model maupun barang yang diperjualbelikan. Apalagi jika ditinjau dari segi objek 
jual beli, salah satunya adalah jual beli cacing. Banyak masyarakat yang 
memperjualbelikan cacing sebagai usaha sampingan, bahkan bukan hanya sebagai 
usaha sampingan melainkan sebagai mata pencahariannya sehari-hari. Cacing 
adalah sejenis hewan melata (hasharat) yang masuk ke dalam golongan hewan 
menjijikkan (khabaith). Adapun mengenai hukum cacing sebagai objek jual beli 
para ulama memperselisihkannya, seperti halnya di kalangan Nahdlatul Ulama 
(NU).  
Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan memandang problematika 
yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai permasalahan tentang jual beli 
cacing. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, Nahdlatul Ulama dalam 
muktamarnya yang ke-30 yang diadakan di Kediri pada tahun 1999 memberikan 
solusi mengenai jual beli cacing yaitu bahwa jual beli merupakan kegiatan 
muamalah yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi dalam 
praktiknya ada yang belum memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, salah 
satunya jual beli cacing. Dapat diketahui bahwa jual beli cacing dalam pandangan 
Nahdlatul Ulama inipun beragam, ada yang mengharamkan karena dianggap hina 
dan ada yang membolehkan karena ada unsur manfaatnya. Di satu sisi Nahdlatul 
Ulama telah membuat suatu keputusan yang membingungkan bagi masyarakat 
yaitu membolehkan dan mengharamkan. Meskipun keduanya mempunyai dasar 
yang kuat, seharusnya Nahdlatul Ulama harus mengambil satu keputusan yang 
pasti. Akan tetapi pengambilan keputusan tersebut dapat memberikan kebebasan 
pada masyarakat awam untuk memilih mana yang diyakini dan disepakati.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, maksud dari 
penelitian lapangan yaitu peneliti ke objek penelitian untuk melakukan 
pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah dengan cara 
tatap muka atau wawancara.  
 
Kata Kunci : Jual beli, Cacing, Nahdlatul Ulama  
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ABSTRACT 
Rika Fitri Cahyaningrum, NIM: 142.111.084: “Jual Beli Cacing Dalam 
Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Respon Warga NU di Kecamatan 
Karanganom Kabupaten Klaten”. 
Now days, there are many phenomena about buying and selling in the 
community that do not find the requirements and get along with buying and 
selling itself, both in terms of ways, forms, models, and goods traded. Especially 
based on the aspect of buying and selling objects, one of which is buying and 
selling worms. People who trade worms are not only as a part time business but 
their daily livelihood. Worms are a type of reptile (hasharat) that goes into 
disgusting animal groups (khabaith). Depends on the law of worms as the object 
of the sale and purchase, ulama disputes, one of which is Nahdlatul Ulama.  
Nahdlatul Ulama as a religious organization views the problems that occur 
among the society regarding the problem of buying and selling worms. 
Addressing this problem Nahdlatul Ulama in its 30
th
 conference held in Kediri in 
1999 provided a solution regarding worm buying, namely that buying and selling 
is a muamalah activity that is carried out every day by the community. However, 
there are those who have not fulfilled the pillars and conditions for buying and 
selling, one of which is buying and selling worms.it can be seen that worm buying 
and selling depends on Nahdlatul Ulama’s view also varies, there are those who 
forbid because they are considered despicable and some are permissible because 
there are elements of benefits. On the other hand, Nahdlatul Ulama has made a 
decision that is confusing to the community whether allowing and prohibiting as 
well. Eventhough both of them have a strong foundation, Nahdlatul Ulama should 
take a definite decision. However, the decision making can give freedom to 
society in choosing which one is believed and agreed upon. 
This study uses field research methods, the purpose of field research is that 
researchers go to the object of research to make observations about phenomenon 
in a natural state by face to face or interview.  
 
Keywords: Buying and selling, Worms, Nahdlatul Ulama. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  LATAR BELAKANG MASALAH 
Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup 
dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk 
mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat. 
Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam 
hubungannya dengan orang lain disebut muamalah. Muamalah pada dasarnya 
itu halal, namun masih mungkin dalam muamalah tersebut mengandung 
unsur yang haram.
1
  
Islam sebagai agama Allah SWT yang telah disempurnakan, memberi 
pedoman bagi kehidupan manusia baik spriritual-materialisme, individual-
sosial, jasmani-rohani, dunia-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan 
dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan 
pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam 
bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi 
perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari.
2
 
Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam 
usaha mencari kekayaan guna memberi kesempatan pada perkembangan 
hidup manusia di bidang muamalat di kemudian hari. Islam juga memberikan 
                                                             
1
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 
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tuntunan supaya pintu perkembangan itu jangan sampai menimbulkan 
kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak 
semestinya pada pihak lain.
3
 Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur 
dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa 
memberikan mudharat kepada orang lain.
4
 Adapun yang termasuk dalam 
muamalah antara lain tukar menukar, jual beli, pinjam meminjam, upah kerja, 
serikat dalam usaha dan lain-lain. 
Sebagaimana usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, sekaligus 
melakukan hubungan muamalah dengan sebaik-baiknya, salah satu alternatif 
yang diambil adalah jual beli. Ayat al-Qur’an berkenaan dengan jual beli 
antara lain adalah:  
اَوب ِّرل ا َم َّرَح َو َعَْيبْلا ُ َّاللَّ َّلََحاَو 
Artinya:   
“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah: 
275)
5
 
                         
                             
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Artinya:  
“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di 
antara kamu.” (An-Nisa‟: 29)6 
Sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan 
kehidupan manusia, otak manusia nampaknya terus berinovasi dan berkreasi 
untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Dan seiring dengan perkembangan peradaban manusia, perkembangan 
ekonomi dalam berbagai bentuk dan macamnya juga turut mewarnai 
perkembangan dunia usaha, bentuk-bentuk transaksi bisnis dan kegiatan 
ekonomi berkembang semakin pesat.
7
   
Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, 
apalagi bila ditinjau dari objek jual beli. Karena semakin berkembang, 
kebutuhan semakin meningkat dengan penghasilan yang pas-pasan dan 
bahkan kurang, maka manusia mencoba memutar otak bagaimana cara 
mendapatkan penghasilan dengan modal sedikit dapat menghasilkan uang 
untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kondisi semacam ini ditambah dengan 
persaingan yang kompetitif, membuat manusia semakin kreatif untuk 
mengeksploitasi alam agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. 
Salah satu bukti perkembangan tersebut adalah didayagunakannya barang-
barang yang dulu dianggap tidak bernilai, tidak berharga bahkan menjijikkan 
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kini dijadikan barang yang multiguna dan berharga untuk mencukupi 
kehidupan manusia karena dapat diperjualbelikan.  
Jual beli terjadi karena satu pihak memiliki barang dan pihak lain ada 
yang membutuhkannya, meskipun secara lahiriyah barang tersebut 
menjijikkan. Karena permasalahan menjijikkan itu bersifat sangat relatif, di 
mana antara satu orang dengan yang lain berbeda-beda dalam memberikan 
penilaian tergantung pada kebiasaan, pengalaman, lingkungan dan lain 
sebagainya maka jual beli terhadap benda-benda tersebut dapat terjadi. Hal itu 
menunjukkan bahwa sifat menjijikkan sekarang telah mengalami evolusi. 
Terbukti dengan banyaknya jual beli cacing, bekicot, ulat, jangkrik yang saat 
ini tidaklah sulit ditemukan bahkan menjadi hal yang biasa dilakukan.  
Dalam hal budidaya cacing, Dewan Syariah Nasional MUI telah 
mengeluarkan fatwa, yaitu fatwa MUI Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 
tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik. Dalam fatwa tersebut 
dijelaskan bahwa cacing merupakan hewan yang termasuk kategori al-
hasyarat. Dalam fatwa ini juga disebutkan bahwa membudidayakan cacing 
untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan 
hukum Islam, dan tidak untuk diperjualbelikan, maka hukum 
membudidayakan cacing tersebut adalah mubah (boleh).
8
 
Dalam jual beli ma‟qud „alaih (objek akad) memiliki syarat-syarat 
tersendiri, termasuk di antaranya benda-benda yang menjadi objek jual beli 
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harus suci serta memiliki nilai dan manfaat bagi manusia,
9
 sehingga 
memperjualbelikan benda najis tidak diperbolehkan. Sementara najis atau 
tidaknya cacing adalah perkara yang khilafiyah, para ulama memberikan 
pendapat yang berbeda. Ulama yang berpendapat bahwa cacing itu najis 
mendasarkan pendapatnya bahwa cacing itu termasuk khabaits yaitu kotor 
dan jorok, karena pada umumnya cacing hidup dan menempel pada area najis. 
Cacing juga termasuk binatang jallalah yaitu hewan yang memakan benda-
benda najis. Sedangkan ulama yang memandang cacing itu tidak najis, 
menyatakan meskipun hidup di tempat yang najis, cacing hanya mutanajjis 
yaitu hewan yang terkena najis. Setelah dicuci dan dibersihkan maka 
hukumnya kembali kepada wujud aslinya yaitu suci.
10
 Perbedaan pendapat 
dalam hukum mengenai cacing sangat menentukan hukum-hukum 
selanjutnya, apakah jual beli cacing itu halal atau haram. 
Kondisi masyarakat yang berubah seiring dengan berkembangnya 
teknologi dan tuntutan zaman maka diperlukan perubahan di segala aspek, 
sehingga muncul persoalan-persoalan yang membutuhkan jalan keluar 
sebagai alternatif jawaban.
11
 Mengenai jual beli cacing memang eksplisit 
tidak ada fuqaha yang berpendapat, namun secara implisit bahasan ini tersirat 
dalam pembahasan jual beli hasyarat dan kalalah. Dan dalam pembahasannya 
termasuk jual beli benda-benda najis baik untuk dimakan, dijual ataupun 
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diambil manfaatnya saja. Mereka mendapatkan pokok penafsiran dari al-
Qur’an dan al-Hadis di mana kedua nass tersebut hanya memuat secara global 
saja, sehingga para fuqaha mencoba untuk berijtihad terhadap binatang-
binatang yang tidak dijelaskan secara jelas di dalamnya.  
Di dalam Keputusan Muktamar NU XXX tahun 1999 di Lirboyo 
Kediri dibahas tentang jual beli cacing terjadi “khilaf atau beda pendapat” 
yaitu boleh berdasarkan asas “manfaat” yang didapat dari jual beli cacing, 
dan haram karena ma‟qud „alaih atau objek akadnya tidak suci.12 
Dengan adanya kenyataan seperti ini, maka praktik jual beli syariat 
Islam harus benar-benar diamalkan dalam keseharian, sehingga kesejahteraan 
sosial masyarakat akan terwujud. Di sinilah peneliti tertarik untuk menelusuri 
dan meneliti apakah jual beli tersebut sah atau tidak, halal atau haram karena 
di satu sisi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat ma‟qud „alaih, yaitu 
barang harus suci. Sedangkan di sisi yang lain ada beberapa madzab 
membolehkannya, dan sebagian masyarakat berpandangan hukum bahwa jika 
tidak merasa menjijikkan jual beli cacing tersebut halal atau sah.  
Berdasarkan dari hal tersebut, penulis memandang perlu untuk 
meneliti dan membahasnya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan 
judul “Jual Beli Cacing dalam Perspektif Nahdlatul Ulama dan Respon 
Warga NU di Karanganom Klaten”.  
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B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana hasil keputusan Muktamar ke-30 Nahdlatul Ulama tahun 1999 
di Lirboyo Kediri tentang jual beli cacing? 
2. Bagaimana metode istinba>t} Hukum  Nahdlatul Ulama? 
3. Bagaimana respon warga NU di Karanganom Klaten tentang keputusan 
Muktamar ke-30 NU tahun 1999 di Lirboyo Kediri tentang jual beli 
cacing? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN  
Tujuan Penelitian : 
a. Untuk mengetahui hasil keputusan muktamar NU ke-30 tentang jual beli 
cacing. 
b. Untuk mengetahui metode istinba>t} hukum dalam NU. 
c. Untuk mengetahui respon warga NU di Kecamatan Karanganom 
Kabupaten Klaten tentang hasil keputusan Muktamar NU tentang jual beli 
cacing 
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D. KERANGKA TEORI 
Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari usaha untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup yang semakin 
kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditempuh beberapa cara, 
termasuk di dalamnya dengan jual beli.
13
 
Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. 
Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya 
bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, 
sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.  
Dalam Islam jual beli telah ditetapkan aturan hukumnya dalam nass Al-
Quran, Hadis, dan juga pendapat-pendapat para ulama. Dalam masalah jual 
beli cacing para ulama tidak membahas secara spesifik tentang hukumnya, 
mereka hanya menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli baik mengenai 
orang yang berakad, barang yang diakadkan maupun akad itu sendiri. 
Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan acuan 
dirumuskan sebagai berikut:
14
 
1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang 
ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis.  
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur 
paksaan. 
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3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 
untuk menghilangkan madarat dalam hidup bermasyarakat. 
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari 
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 
kesempitan. 
Jual beli adalah salah satu aktivitas rutin kegiatan perekonomian 
manusia. Pasar tercipta oleh adanya transaksi dari jual beli tersebut. Selain itu 
pasar dapat timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang 
maupun jasa untuk untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana 
tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang 
menjadi suatu system perekonomian. Dalam melakukan jualbeli harus melihat 
batasan-batasan dalam melakukan aktivitas jual beli. Termasuk adanya 
kejelasan dari obyek yang akan diperjualbelikan. Kejelasan tersebut paling 
tidak harus memenuhi empat hal:
15
 
1. Menjelaskan tentang lawfulness. Artinya, barang tersebut dibolehkan oleh 
syariah Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari 
unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah SWT. Tidak boleh menjual 
barang atau jasa yang haram dan merusak. 
2. Masalah existence. Obyek dari barang tersebut harus benar-benar nyata 
dan bukan tipuan.barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan 
wujud yang tetap. 
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3. Masalah delivery. Artinya harus ada kepastian pengiriman dan distribusi 
yang tepat, terutama ketepatan waktu menjadi hal yang sangat penting. 
4. Masalah precise determination. Kualitas dan nilai yang dijual harus sesuai 
dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak 
diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang 
diinformasikan pada saat promosi dan iklan 
Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua 
perbuatan dalam satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal 
ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Menurut pengertian syari’at, yang 
dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau 
memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat 
tukar yang sah). Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara: 
1.  pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan 
2.  memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat 
tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.
16
 
Dalam ayat al-Qur’an aturan tentang jual beli telah dijelaskan baik yang 
berkaitan dengan subyek, sighat dan obyek dalam jual beli. Adapun dasar 
hukum terkait dengan obyek atau barang yang diperjualbelikan (ma‟qud 
„alaih) antara lain: firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275: 
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             
Artinya:  
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengahramkan riba” 
Rukun jual beli itu ada tiga, yaitu: 
1. Pelaku transaksi yaitu penjualdan pembeli. 
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang. 
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak 
yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu 
berbentuk kata-kata maupun perbuatan. 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, 
yaitu: 
1. Pihak-pihak. 
2. Objek. 
3. Kesepakatan (Ijab Qabul).17 
Sayyid Sabiq menjelaskan beberapa syarat untuk benda atau barang 
yang diperjualbelikan (ma‟qud „alaih) boleh diperjualbelikan. Berikut syarat-
syarat benda yang dapat diperjualbelikan:
18
 
1. Kesucian barang  
2. Kemanfaatan barang 
3. Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut 
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4. Kemampuan untuk diserahterimakan  
5. Pengetahuan tentang barang, dan 
6. Telah diterimanya barang yang dijual. 
Hak hidup merupakan hak yang paling asasi bagi setiap manusia. 
Dalam kaitannya dengan konteks muamalat yang berimplikasi pada 
kehidupan manusia, banyak hal-hal yang sebenarnya dalam syari’at dilarang 
justru marak diperjualbelikan dalam masyarakat dengan dalih dalam keadaan 
darurat, sedangkan kemudharatan harus dihilangkan.
19
  
 
E. TELAAH PUSTAKA 
Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang 
dikaji oleh penulis, di antaranya: 
Skripsi atas nama Uswatun Hasanah, dengan judul “JualBeli Cacing 
Dalam Perspektif Majlis Ulama Indonesia (MUI)”. Penelitian ini 
mengkhususkan pada hasil fatwa MUI mengenai hukum membudidayakan 
cacing, serta metode Istinba>t} hukum yang digunakan MUI dalam fatwa 
tersebut. Dalam kesimpulannya, Uswatun Hasanah menyetujui fatwa MUI 
yang menyatakan bahwa membudidayakan cacing diperbolehkan hanya untuk 
diambil manfaatnya sendiri, sedangkan jika untuk diperjualbelikan, maka 
tidak diperbolehkan.
20
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Skripsi atas nama Mahpi, dengan judul “Jual Beli Cacing Dalam 
Perspektif Madzhab Syafi’i”. Dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada 
hukum jual beli cacing menurut madzhab Syafi’i. Skripsi ini juga 
menyimpulkan jual beli cacing menurut madzhab Syafi’i itu halal, meskipun 
hukum tersebut tidak dijelaskan secara spesifik, karena madzhab Syafi’i 
hanya menyebutkan syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Penelitian ini 
tentu berbeda dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena 
penulis tidak menekankan pada perspektif madzhab Syafi’i.21 
Skripsi atas nama Arif Rohman dengan judul, “Produksi dan Jual Beli 
Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan Dalam 
Perspektif Imam Malik dan Ibnu Hazm”. Penelitian tersebut berbentuk 
penelitian lapangan, seperti penelitian yang dilakukan penulis, namun ada 
perbedaan dalam titik tekannya, di mana skripsi karya Arif Rohman tersebut 
lebih menekankan pada hukum jual beli cacing yang dikemukakan oleh Imam 
Malik dan Ibnu Hazm. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah adanya 
perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Ibnu Hazm. Imam Malik 
memperbolehkan karena cacing diibaratkan seperti belalang yang langsung 
bisa dikonsumsi tanpa disembelih, selain itu, tidak ada nash yang melarang 
untuk mengkonsumsinya. Jadi menurut Imam Malik jual beli kopi cacing 
hukumnya sah. Sementara menurut Ibnu Hazm cacing adalah hewan yang 
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tidak bisa disembelih, oleh karena itu tidak ada jalan untuk memakannya 
kecuali dalam keadaan bangkai, dan hukum jual beli bangkai itu haram.
22
 
Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, menunjukkan bahwa objek 
pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti belum pernah diteliti sebelumnya. 
Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan 
cara pandang yang berbeda. Adapun peneliti dalam penelitian ini akan lebih 
mengkaji pada jual beli cacing ditinjau berdasarkan perspektif Nahdlatul 
Ulama dan respon warga NU terkait dengan keputusan Muktamar NU tentang 
jual beli cacing tersebut.  
 
F. METODE PENELITIAN 
Metode penulisan skripsi merupakan suatu pendekatan yang akan dicapai 
sebagai metodologi dalam mencari penjelasan masalah, supaya dalam 
penulisan skripsi ini bisa mencapai kebenaran yang obyektif secara tepat dan 
terarah dengan menggunakan metode-metode ilmiah.
23
 
Oleh karena itu berdasarkan judul di atas, maka langkah-langkah yang 
ditempuh oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu 
memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih 
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 Arif Rohman, “Produksi Dan Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan 
Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Imam Malik Dan Ibnu Hazm”, (Skripsi: Syari’ah dan 
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 Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Granedha Pustaka, 
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jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini juga bisa dikatakan 
sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang 
dilakukan dengan jalan terjun langsung ke lapangan. Sedangkan menurut 
Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono, 
megatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai 
proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.
24
 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena 
subyek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam 
bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu 
kuantifikasi.
25
      
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni 
perilaku warga masyarakat melalui penelitian.
26
 Dalam penelitian ini 
yang menjadi data primer yaitu wawancara langsung kepada informan 
yaitu warga Nahdlatul Ulama di Karanganom Klaten.  
b. Data Sekunder 
Dalam hal ini yang menjadi data sekunder berupa yang 
merupakan informasi yang berkaitan dengan obyek kajian yaitu hasil 
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Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 tahun 1999 tentang jual 
beli cacing serta buku, jurnal karya tulis dan beberapa sumber dari 
internet yang terkait dengan persoalan di atas.  
3.  Teknik Pengumpulan Data 
1) Observasi  
Menurut Arikunto, sebagaimana dikutip oleh HA Syamsul, bahwa 
observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus 
dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara 
langsung ke tempat yang akan diselidiki.
27
 Terdapat tujuh karakteristik 
dalam kegiatan observasi, dan selanjutnya menjadi proses tahapan 
observasi. Tahapan atau proses observasi tersebut meliputi pemilihan 
(selection), pengubahan (provocation), pencatatan (recording),dan 
pengkodean (encoding), rangkaian perilaku dan suasana (tests of 
behavior setting), in situ, dan untuk tujuan empiris. Observasi untuk 
tujuan empiris mempunyai tujuan bermacam-macam. Observasi juga 
memiliki fungsi bervariasi. Tujuan dari observasi berupa deskripsi, 
melahirkan teori dan hipotesis (pada penelitian kualitatif), atau 
menguji teori dan hipotesis (pada penelitian kuantitatif).
28
  
2) Wawancara  
Wawancara yaitu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau 
lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, 
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pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek, wawancara 
dapat pula dipakai sebagai cara pengumpul data dengan jalan tanya 
jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan 
kepada tujuan penelitian.
29
 Dalam hal ini yang menjadi narasumber 
adalah warga Nahdlatul Ulama di Kecamatan Karanganom Kabupaten 
Klaten.   
4. Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis data 
metode deskriptif. Yaitu suatu metode analisis yang menekankan pada 
pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul. 
Bertujuan untuk  menggambarkan secara objektif tentang hukum jual beli 
cacing terutama dalam perspektif Nahdlatul Ulama. 
 
G.  SISTEMATIKA PENULISAN 
Di dalam penyusunan skripsi ini agar memudahkan para pembaca 
untuk mengetahui isi yang terkandung di dalam skripsi ini, maka 
diperlakukan sistematika yaitu sebagai berikut: 
Bab Pertama, bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.  
Bab Kedua, merupakan kerangka teori atau landasan teori yang 
mendasari penelitian. Bab ini membahas tentang konsepsi dasar tentang jual 
                                                             
29
 K.R. Soegijono, Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data, Media 
Litbangkes Vol. III, No. 01/1933, hlm. 18. 
18 
 
beli dalam Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat jual, 
pendapat ulama tentang jual beli hewan menjijikkan, hikmah jual beli, dan 
jual beli cacing. 
Bab Ketiga, merupakan deskripsi penelitian. Bab ini membahas 
tentang  keputusan Muktamar NU ke-30 tentang jual beli cacing, metode 
istinba>t}  hukum  Nahdlatul Ulama, dan respon warga NU di Kecamatan 
Karanganom Kabupaten Klaten tentang jual beli cacing.  
Bab Keempat, merupakan analisa yang meliputi analisa terhadap 
keputusan Muktamar NU ke-30 tentang jual beli cacing, metode istinba>t}  
hukum Nahdlatul Ulama dan respon warga NU di Kecamatan Karanganom 
Kabupaten Klaten tentang keputusan Muktamar tersebut. 
Bab Kelima, adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan 
pembahasan dan saran-saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pengertian Jual Beli 
Jual beli menurut etimologi artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. 
Menurut syara’  artinya  menukar  harta  dengan  harta  menurut  cara-cara 
tertentu (aqad).
30
 
Jual beli secara bahasa juga mempunyai arti memindahkan hak milik 
terhadap benda dengan akad sling mengganti.
31
 
Sedangkan secara terminologi al-bay’i berarti transaksi penukaran 
selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Diberikan pengecualian dengan 
“fasilitas dan kenikmatan” dimaksudkan agar tidak termasuk di dalamnya 
akad sewa-menyewa dan pernikahan.
32
 Dari definisi di atas dapat dipahami 
bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau 
benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang 
satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi 
barang, dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan 
syara’ dan disepakati.33 
 
 
                                                             
30
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B. Dasar Hukum Jual Beli 
Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli yaitu yang disyari’atkan 
dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis ataupun ijma’ ulama, 
antara lain sebagai berikut : 
1. Al-Qur’an 
a. QS. Al-Baqarah ayat 275 : 
 
              
Artinya : 
 
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba…”. 
 
Ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa hukum jual beli 
tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak 
mengandung unsur  riba, kerena riba itu sendiri diharamkan. 
b. QS. An-Nisa’ ayat 29 : 
 
                         
                               
Artinya : 
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
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dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
 
Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang 
kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. 
Secara batil konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya 
melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, 
seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi 
yang bersifat spekulatif (judi) dan lain-lain.
34
 
2. Hadis 
Sedangkan dasarnya dalam hadis Nabi di antaranya adalah yang 
berasal dari Rifa’ah bin Rafi’ menurut riwayat al-Bazar yang disahkan 
oleh al-Hakim: 
 َُبٍَْطأ ِبْسَكَْنا َُّيأ :َمِئُس صلى الله عليه وسلم ًَّ ِبََُّنا ٌَّ َأ ُّع الله ًضز ٍعِفاَز ٍِ ْب َتَعَبفِز ٍْ َع؟ 
:َلَبق) ٍزُْٔسبَي ٍعٍْ َب ُّمُك َٔ  ,ِ َِدٍِب ِمُج َّسَنا ُم ًَ َع(   ُىِكبَحَْنا َُّح َّحَص َٔ  ،ُزا ََّزبَْنا ُِا َٔ َز 
Artinya:   Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw. pernah ditanya: 
“Pekerjaan apakah yang paling baik?”. Beliau bersabda: "Pekerjaan 
seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual-beli yang bersih." (H.R. 
al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim)
35
 
 
Dalam hadis Nabi tersebut dimasukkan jual beli itu kedalam usaha 
yang lebih baik dengan adanya catatan “mabrur” yang secara umum 
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diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan 
pengkhianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.
36
 
3. Ijma’ 
Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin 
telah sepakat tentang diperbolehkannya bai’ karena mengandung hikmah 
yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan 
terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal, orang lain 
tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. 
Dengan disyari’atkannya bai’, setiap orang dapat meraih tujuannya dan 
memenuhi kebutuhannya.
37
 
 
C. Rukun Jual Beli 
Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka 
pekerjaan itu  akan  batal  karena  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  syara’. 
Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi 
agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara’. Karena transaksi 
jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi 
terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari  pihak  penjual kepada pihak 
pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi 
rukun dan syaratnya. 
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1. Rukun dalam jual beli antara lain:38 
a. Dua pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli 
1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang 
yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah 
cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf). 
2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan 
hartanya (uangnya). 
b. Objek akad adalah sesuatu  yang dijadikan akad yang terdiri dari 
harga dan barang yang diperjualbelikan. 
c. Akad (ijab qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual  dan pihak 
pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, di mana pihak pembeli 
menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah 
terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan. 
Ijab qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan 
tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat 
menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi  seperti  
saling  mengangguk  atau  saling  menanda  tangani suatu dokumen, maka 
yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya 
transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan 
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penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, 
sahlah jual beli itu.
39
 
Masalah ijab qabul ini para ulama fiqh berpendapat di antaranya 
sebagai berikut :
 40
 
a. Menurut Imam Syafi’i ijab qabul ialah: 
 َل ٌَُ ْع َق ِد  َبنا ٍَْ ع ِإ َّل  ِبب ِّصن َف ِت  ْنا َك َل  ِي ٍَّ ِت 
Artinya: 
 
“Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shighat (ijab qabul) yang 
diucapkan.” 
 
b. Imam Malik berpendapat: 
ِ إ ٌَّ  َعٍْ بْنا  َق َقْٔد َع  َٔ َن ْدقِ ز َ و ِبب ِْل ِتْس َٓ ْف ِو ب 
Artinya : 
 
“Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami 
saja”. 
 
c. Pendapat  ketiga  ialah  penyampaian  akad  dengan perbuatan  atau  
disebut  juga  dengan  aqad  bi  al-mua’athah yaitu : 
 َا ْنَبع ًُ َط ُةب  َٔ ِْ َى  َلا ُرْخ  َٔ ِلا َطْع ِءب  ِب ُد ٌِ ْٔ  َك َل ٍو  َك َ أ ٌَ ٌْ َتْش ِس َي  َش  بئٍْ  ًَ ث َُ َت 
 ُ َي َن و ْٕ هْع ُّ  َ بف ُرْخلأن  ِي ٍَ  َبْنا ِعئب  َ ٔ ِطْعٌ ِ ٍّْنا َث ًَ َٔ  ٍ ُْ ُكه ًْ ٌٕ  ِبب ِضْبقن 
Artinya:  
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“Aqad bai al-mu’athah ialah mengabil dan memberikan  dengan 
tanpa perkataan (ijab qabul), sebagaimana seseorang  membeli 
sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia  mengambilnya 
dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.” 
 
Munculnya berbagai berbagai mazhab dalam bidang fiqh 
menjadi sebuah fenomena yang menunjukkan begitu terbukanya 
keilmuan Islam pada saat itu sehingga setiap pakar hukum Islam 
memiliki kemampuan dan hak untuk berbeda dengan pakar yang lain, 
sekalipun guru mereka sendiri.
 41
 
 
D. Syarat Jual Beli 
a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual 
belinya. 
b. Dengan kehendak sendiri (bukan karna dipaksa) atau suka sama suka. 
c. Tidak mubazir (pemborosan). 
d. Baligh (dewasa). Anak di bawah umur tidak sah jual belinya. 
 
E. Macam-Macam Jual beli  
Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi: 
a. Jual Beli Ditinjau dari Segi Barang Dagangan 
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Jual beli ditinjau dari segi model tukar menukar barang dagangan 
dibagi menjadi empat sebagaimana berikut:
 42
  
1) Jual Beli Mutlak 
Yaitu jual beli yang tidak membutuhkan pembatasan. Ulama 
mendefinisikannya sebagai tukar menukar benda dengan da’in 
(hutang). Ini adalah bentuk jual beli paling populer di antara berbagai 
macam bentuk jual beli lainnya. Dengan jual beli seperti ini, seseorang 
dapat melakukan jual beli dengan uang untuk mendapatkan segala 
barang yang ia butuhkan, dan jual beli menjadi berakhir ketika ia pergi. 
2) Jual beli Salam (pesan) 
Secara Etimologi, salam artinya salaf (pendahuluan). Sedang 
pengertian salam secara terminologis muamalah adalah penjualan 
suatu  barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual 
beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, di mana 
syarat-syarat di antaranya adalah mendahulukan pembayaran pada 
waktu akad majlis (ketika akad disepakati kedua belah pihak). 
3) Jual beli Muqayyadhah (barter) 
Yaitu melakukan barter (tukar menukar) suatu barang dengan 
barang yang lain, atau komoditi. Dengan komoditi yang lain, atau 
dengan kata lain barter harta benda dengan harta benda selain emas 
dan perak. 
4) Jual beli Saham 
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Jual beli saham perusahaan perseroan dengan berbagai macamnya 
termasuk perdagangan yang sangat penting di seluruh dunia dewasa ini. 
Jual beli saham dilakukan di pasar rmodal yang disebut bursa. Seorang 
muslim harus mengetahui bentuk-bentuk jual beli saham yang sah dan 
yang tidak sah. 
b. Jual Beli Ditinjau dari Segi Penentuan Harga 
Jual beli ditinjau dari segi penentuan harga dibagi menjadi dua 
sebagai berikut: 
a) Jual beli Musawammah 
Musawammah yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli 
terhadap barang dagangan tertentu dan dalam hal penetapan harga. 
Dalam jual beli seperti ini, penjual tidak memasang bandrol barang 
dagangannya. Seorang yang hendak membeli barang dagangan 
menanyakan harganya kepada penjual sehingga keduanya terlihat 
saling menawar untuk menetapkan harga. Jual beli seperti ini 
diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah 
ditetapkan syara’ dan tidak termasuk jual beli yang dilarang. 
b) Jual beli Muzayaddah (lelang) 
Jual beli muzayaddah (lelang) disebut juga jual beli dalalah dan 
munadah. Secara etimologis berarti bersaing dalam menambah harga 
barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual. Adapun secara 
terminologis, jual beli muzayadah adalah jika seorang penjual 
menawarkan barang dagangannya dalam pasar, kemudian para calon 
28 
 
pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang 
dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam 
memberikan harga. 
c. Ditinjau  dari Segi  Benda   
Jual beli yang ditinjau dari segi benda yang  dijadikan  objek  jual  
beli,  maka  dapat  dikemukan pendapat  Imam  Taqiyyudin, bahwa  jual  
beli  dibagi  menjadi  tiga bentuk, sebagai berikut :
 43
 
 ُبْنا ُع ْٕ ٍ  َث َلأ َث  ت  َع عٍْ ب ٍِ ٍْ  ُي َ بش َْ َد ة َٔ ُعٍْ ب  َش  ئٍْ  ُي ُص ْٕ ِف ْٕ  ِىف 
 ِّرنا َّي ِ ت َُٔ عٍْ ب َع ٍ ٍْ  َ بغ ِئ َب ٍت َ ْىن ُت َش َْ ب ْد 
Artinya :“jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang 
kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 
3) jual beli benda yang tidak ada.” 
 
Jual  beli  benda  kelihatan  adalah  pada  waktu  melakukan  akad 
jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual 
dan  pembeli.  Hal  ini  lazim  dilakukan  masyarakat  banyak  dan  boleh 
dilakukan, seperti membeli beras di pasar. 
Jual  beli  benda  yang  tidak  ada  serta  tidak  dapat  dilihat,  ialah 
jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu 
atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut  diperoleh dari 
curian atau barang titipan yang akibatnya dapat  menimbulkan kecurigaan 
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salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta 
benda seseorang yang diperbolehkan.
 44
 
d. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) 
Jual beli yang ditinjau dari segi perilaku akad (subjek), jual beli 
terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan  dengan 
perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang 
dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti  dengan isyarat 
karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan 
kehendak. Hal ini dipandang dalam akad adalah  maksud atau kehendak 
dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.  
Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau 
surat-menyurat sama halnya dengan  ijab  qabul dengan ucapan, misalnya 
via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak 
berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli 
seperti ini dibolehkan menurut syara. Dalam pemahaman sebagian ulama, 
bentuk ini hampir sama dengan  bentuk jual beli salam, hanya saja jual 
beli salam antar penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu 
majelis akad. 
Jual beli perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah 
mu’athah. Yaitu mengambil dan memeberikan barang tanpa ijab qabul, 
seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan lebel 
harganya, dibandrol oleh penjual dan  kemudian  diberikan uang 
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pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan 
tanpa shighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut Imam 
Syafi’i tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun  jual  beli.45  
e. Jual Beli yang Shahih 
Apabila jual beli itu disyari’atkan, memenuhi rukun atau syarat 
yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat 
dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih, dan mengikat kedua belah 
pihak. 
f. Jual Beli Batil 
Apabila jual beli itu salah satu rukunnya atau seluruh rukunnya 
tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya disyari’atkan, 
maka jual beli itu batil. 
 
F. Pendapat Ulama tentang Jual Beli Binatang yang Menjijikkan 
Ulama fiqh berbeda pendapat tentang jenis makanan yang dianggap 
buruk atau kotor atau menjijikkan. Menurut sebagian ulama di antaranya 
imam Malik, yang termasuk dalam kategori binatang kotor (khobaits), yang 
haram dimakan, hanyalah yang secara tegas disebutkan di dalam nass, seperti 
bangkai, darah, bangkai babi, anjing, hewan yang disembelih atas nama selain 
Allah. Sedangkan binatang yang menurut kita kotor atau menjijikkan, tetapi 
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tidak disebutkan di dalam nass secara tegas, maka halal untuk dimakan serta 
diperjualbelikan.
 46
 
Imam Malik membolehkan memakan rayap, cacing tanah, dan 
binatang kotor lainnya, karena tidak ditegaskan dalam nass. Sebagian para 
ulama yang lain, di antaranya Imam Asy-Syafi’i, berpendapat bahwa 
ketentuan kotor atau tidaknya sesuatu makanan atau binatang bukan hanya 
karena nas, tetapi juga karena pertimbangan akal jiwa yang sehat.
47
 
Kehalalan atau keharaman memakan hewan-hewan yang dianggap 
menjijikkan tersebut akan menentukan hukum memperjualbelikannya, hal 
tersebut sesuai dengan hadis: 
 
  َ بَخ ٍْ َع َىُْع ًَ ْنا ُْىْ َبث َّدَح ِ َّاللَّ ِدْبَع ٍَ ْب َدِن بَخ َٔ  ِم ََّضف ًُ ْنا ٍَ ْب َسِْشب ٌَّ َآ  د َّدَسُي َبَُث َّدَح
 ٍدِن 
  َتَك ََسب ٍْ َع ِء اَّرَحْنا  َٕ ْنا ِىب َآ َتَك ََسب ٍْ َع ِ َّاللَّ ِدْبَع ٍِ ْب ِدِن بَخ ِثٌْ  ِدَح ِىف  د َّدَسَي َل َبق
 َُّىث ِدٍْ ِن 
 َدُْ ِع ب سِن بَج َىَّهَس َٔ  ِّ ٍْ َهَع ُ َّاللَّ ىَّهَص ِ َّاللَّ َل ُٕس َز ُتٌْ  َأ َز َل َبق ٍس بَّبَع ٍِ ْب ا ٍْ َع َبَقفَّتا
 ٍِ ْك ُّسنا 
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  ََصب ََعف ََسف َل َبق َو َّسَح َ َّاللَّ ٌَّ  ِإ ب ث ََلث َد ٕ َٓ ٍَْنا ُ َّاللَّ ٍَ ََعن َل َبَقف َكِحََضف ِء ب ًَ َّسنا َىن ِإ ُِ َس
 ْى ِٓ ٍْ َهَع 
  ٍء ًْ َش َمْك َأ ٍو ْٕ َق َىهَع َو َّسَح َاذ ِإ َ َّاللَّ ٌَّ ِإ َٔ  ب َٓ َ  ب ًَ ْث َأ إُهَك َأ َٔ  بَْ  ُٕع َبَبف َو ُٕحُّشنا
 ْى ِٓ ٍْ َهَع َو َّسَح 
  َث ُٕٓ ٍَْنا ُ َّاللَّ ََمت َبق َل َبق َٔ  ُتٌْ  َأ َز ٌِ  ب َّحَّطنا ِ َّاللَّ ِدْبَع ٍِ ْب ِدِن بَخ ِثٌ ِدَح ِْىف ُْمَقٌ َىن َٔ  َُُّ ًَ
د 
  )د ٔ د ٕب ا ِ ا ٔ ز( .  
Artinya: Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi –Beliau 
mengucapkannya sebanyak tiga kali-, sesungguhnya Allah telah 
mengharamkan lemak atas mereka, kemudian mereka menjual dan 
memakan hasil penjualannya. Sungguh, jika Allah telah mengharamkan 
suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan hasil 
penjualannya. Namun dalam hadits Khalid bin Abdullah Ath Thahhan tak 
disebutkan lafadz, Aku melihat. Beliau mengatakan: Semoga Allah 
melaknat orang-orang Yahudi. (HR. Abu Dawud No. 3026).
48
 
 
Berdasarkan hadis di atas, berarti segala makanan atau minuman yang 
diharamkan, maka diharamkan pula jual belinya, semisal jual beli hewan buas 
yang bertaring, darah, anjing, burung yang memiliki cakar dan hewan jallalah 
(yang mengonsumsi najis).
49
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G. Hikmah Jual Beli 
   Hikmah jual beli adalah memberitahukan adanya tukar-menukar 
manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong menolong. Dengan adanya 
jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk 
mencapai aspek kehidupannya.
50
 
   Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah 
Allah SWT ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. 
Kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah 
jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan 
menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama 
orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT 
mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut.  
   Pensyariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan 
kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan 
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manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya 
itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling menukar. Islam telah 
mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari  
harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan 
pembeli), maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara 
paksa. Dengan demikian, pensyariatan jual beli ini terdapat hikmah dan 
rahmat dari hukum Allah SWT.
51
 
 
H. Jual Beli Cacing 
Selama ini pakan ternak seperti pakan untuk itik dan ayam 
menggunakan tepung ikan yang di impor dari luar negeri. Namun dengan 
adanya krisis moneter yang melanda negara Indonesia dengan anjloknya nilai 
tukar rupiah terhadap dolar, menyebabkan harga pakan tersebut menjadi naik, 
dan membuat peternak ayam dan itik semakin menyusut karena tidak mampu 
memenuhi pakan untuk ternaknya.   
Karena semakin mahalnya pakan ternak tersebut, maka para peternak 
mencari alternatif lain untuk mencari pakan ternak yang lebih murah, dan dari 
hasil berbagai penelitian yang telah dilakukan terhadap tepung cacing tanah, 
ternyata kadar protein yang terdapat dalam cacing tanah lebih tinggi 
dibandingkan dengan kadar protein yang terdapat pada tepung ikan. Oleh 
karena itu banyak peternak mulai berburu cacing tanah, sehingga banyak yang 
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membudidayakan cacing tanah, bahkan menjadi komoditas ekspor dengan 
mengolah kotoran cacing menjadi pupuk.
52
 
Harga kotoran cacing (kascing) hanya digunakan sebagai pupuk lebih 
murah dibandingkan dengan harga pupuk dari pabrik, dan manfaatnya pun 
lebih baik dibandingkan dengan pupuk anorganik produksi pabrik, 
sebagaimana dituturkan oleh Ahdiyat seorang petani maju di Cipanas, bahwa 
“pemupukan dengan menggunakan kotoran cacing 800gr/tanaman masih lebih 
murah dengan ditambah pestisida Rp.300, hanya habis Rp.1500/tanaman, 
sedangkan jika dengan pupuk pabrik mencapai Rp.2200/tanaman,” jelasnya.53 
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BAB III 
DESKRIPSI PENELITIAN 
 
A. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-30 di Kediri Jawa Timur 
tentang Jual Beli Cacing 
  Di samping masalah ibadah, NU juga memberikan respon 
terhadap masalah-masalah yang aktual dalam melakukan Bah{t al-Masa>’il, 
ini terbukti bahwa NU mengadakan pembahasan dalam Muktamar ke-30 
tentang Jual Beli Cacing.  
  Permasalahan di atas jika dikaji dari sudut pandang Islam, jual 
beli cacing dikategorikan sebagai permasalahan fiqih ekonomi. Fiqih 
memiliki prinsip-prinsip antara lain: 
1. Formulasi dari kajian (penalaran) faqih (fuqaha), dan kebenarannya 
bersifat nisbi (relatif). 
2. Fiqih sifatnya beragam (difersity), sunni dengan empat madzhab 
terkenalnya Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. 
3. Fiqih berwatak liberal. 
4. Fiqih mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu, 
dengan kata lain fiqih itu dinamis. 
5. Fiqih bercorak realistis.54 
  Sejalan dengan tuntutan zaman yang pasti berkembang terus, 
maka aktualisasi fiqih Islam merupakan suatu keniscayaan. Ada tiga 
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komponen yang dapat berperan disini, yakni: Ulama, Negara/Pemerintah 
dan masyarakat sebagai subyek hukum (fiqh).  
  Ulama atau fuqaha sebagai pemegang otoritas dalam 
mereformulasikan fiqih, selain memiliki keberanian dan persyaratan yang 
memadai untuk menjawab persoalan, juga memiliki kepekaan yang tinggi 
dalam menangkap persoalan di lingkungannya. Kemudian berusaha 
memberikan solusi, apakah itu secara individual (Fardhi) atau kolektif 
kelembagaan (Jama„iy). 
  Nahdlatul Ulama (NU) memandang problematika yang terjadi di 
kalangan masyarakat mengenai permasalahan tentang jual beli cacing. 
Dalam menyikapi permasalahan tersebut, maka dewan syuriah 
memutuskan untuk memberikan uraian terhadap permasalahan tersebut 
dalam muktamar ke-30 yang diadakan di Kediri, Jawa Timur pada tahun 
1999. Adapun isi materi keputusan tersebut adalah: 
  “Di masyarakat terjadi jual beli barang yang diharamkan, dan itu 
terjadi ma‟ruf sekarang, benda itu diharamkan, yaitu jual beli ulat, cacing, 
semut, ular makanan burung, bahkan harganya sangat mahal. Itu sudah 
jelas niatnya membeli ulat, semut, cacing atau ular, bukan ongkos 
menangkap atau ongkos membungkus barang. Kemudian bagaimana 
hukum jual beli barang tersebut (ulat, cacing, semut, dan ular) untuk 
makanan burung?
55
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  Kalangan NU pun menjawab tentang permasalahan tersebut 
dimana hukumnya terdapat khilaf  (beda pendapat) di kalangan ulama. 
Ada yang mengharamkan, karena dianggap hina. Dan ada yang 
membolehkannya, karena ada unsur manfaatnya. Adapun dasar 
pengambilan hukum dasar masalah tersebut yaitu:
 56
 
1. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh 
 َو ِشْي ِضٌْ ِخْلا ِشْعَشَك ِت اَس اَجٌَّلا َعَْيب اْو ُص اَج ََأف َط ْشَّشلا َازَه ُةَّيَِفٌَحْل ا ْط َِشحَْشي َْنل َو
 ِذْلِج َِةحْيَوْلا  
  ِضٌْ ِخْل اَو ِشْوَخْل اَك اَهٌْ ِه ِهِعَْيب ْيَع ُيْهٌَّلا َد َس َو اَه َّلا ِإ اَهِب ِع َاِفحًْ  لاِل  َو َِةحْيَوْلا َو ِشْي
اَوَك ِم َّذلا 
  ِْيف ِهِب ُع َاِفحًْ ْلا ا ُيِكُْوي ْي ِزَّلا ِس َِّجٌَحُْها اَو ِةَش ِّح ََىحُوْل ا ِت َاً اََىيَحْل ا َعَْيب اْوُص اَج َأ
 ِلْك َْلأا 
  َف اًع ْشَش ُّلَِحج ٌَةَعفٌْ َه ِهْيِف اَه َّلُك َّى َأ ُْنه َذٌْ ِع ُظِب ا َّضل اَو َْلأا َّى َِلأ ُص ْىَُجي َُهعَْيب َّى ِإ
 َْثقِلُخ َى َايْع 
  ِى اَسًْ  ِْلإا َِةَعْفٌَوِل  
 
 
 
Artinya:  
 
Dari ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang 
diperjualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka 
memperbolehkan jual beli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit 
bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat 
larangan memperjual-belikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, 
bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jual beli 
binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Dan 
parameternya untuk mereka (ulama Hamafiyah) adalah, semua yang 
mengandung manfaat yang halal menurut syara‟, maka boleh menjual-
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belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk 
kemanfaatan manusia.  
 
 
 
2. Al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba‟ah 
 اَِهب َُعَفحٌُْي َى اَك َار ِإ ِب ِس َاَقعْلاَو ِت اَّيَحْل اَك ِم اَىَهْلاَو ِت اَشَشَحْلا ُعَْيب ُّحَِصي َكِل َزَك َو
ا َّضلاَو . 
  ٌَةَعْفٌَه ِهْيِف اَه َّلُك َّى َأ َكِل َر ِْيف ُظِب  ُص ْىَُجي َُهعَْيب َّى َِإف اًع ْشَش ُّلَِحج  
Artinya: 
 
Dan begitu pula sah jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular 
dan kalajengking ketika bermanfaat. Dan parameternya menurut mereka 
(ulama Hanafiyah) dalam hal itu adalah semua yang mengandung 
manfaat yang halal menurut syara‟, maka boleh memperjual-belikannya. 
Sebab, semua benda itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia.
57
 
 
  Uraian mengenai jual beli cacing tersebut dengan 
mempertimbangkan bahwa perkembangan yang terjadi dalam berbagai 
aspek kehidupan masyarakat seringkali mendorong perubahan dan 
pergeseran yang menyangkut tata nilai dan pandangan yang dianut 
Nahdlatul Ulama dalam fungsinya sebagai pembimbing umat, dituntut 
untuk selalu memberikan respon untuk senantiasa positif dan produktif.  
  Muktamar Nahdlatul Ulama juga harus mencermati sepenuhnya 
untuk memperhatikan segala perkembangan yang terjadi di masyarakat 
baik mengenai masalah-masalah agama, sosial, ekonomi, budaya dan 
lainnya. 
 
B. Metode Istinba>t}  Hukum Nahdlatul Ulama 
                                                             
57
 Ibid., hlm. 574.  
40 
 
  Pengertian istinba>t}  al-ahkam di kalangan Nahdlatul Ulama bukan 
mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. 
Akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermadzhab memberlakukan secara 
dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari 
hukumnya.
58
 Oleh karena itu, kata istinba>t} di kalangan Nahdlatul Ulama 
terutama dalam kerja Bah}th al-masa>’il tidaklah popular. Karena kalimat 
itu telah popular di kalangan ulama Nahdlatul Ulama dipahami dengan 
konotasi yang pertama, yakni ijtihad, suatu hal yang oleh ulama syuriah 
tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya 
adalah istilah Bah}th al-masa>’il  yang artinya membahas masalah-masalah 
aktual melalui referensi yaitu kitab karya para ahli fiqh.
59 
  Secara definitif Nahdlatul Ulama memberikan arti istinba>t} 
hukum dengan upaya mengeluarkan hukum syara’ dengan al-qawa’id al-
fiqhiyah dan al-qawa’id al-ushuliyah baik berupa adillah ijmaliyah, 
adillah tafshiliyah, maupun adillah ahkam. Dengan demikian produk 
hukum yang dihasilkan PBNU merupakan hasil ijtihad ulama atas nash-
nash Al-Quran dan as-Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
mujtahid tempo dulu.
60
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  Dari petimbangan di atas, ada dua cara istinba>t}} hukum yang 
dilakukan, yakni melalui pendekatan:
61
 
1. Kaidah fiqhi>yah adalah kaidah yang timbul dari pemahaman mujtahid 
terhadap nash-nash syara’, yang penekanannya dalam konteks hukum 
praktis. Selain itu kaidah fiqhi>yah merupakan hasil penelitian induksi 
dari hukum-hukum yang telah ada.  
2. Kaidah ushu>li>yah timbul dari konteks kebiasaan dalam rangka 
memahami nash-nash Al-Quran dan as-Sunnah. Kaidah ushu>li>yah 
merupakan sarana untuk memahami pesan-pesan nash dalam bentuk 
praktis, hukum-hukum Islam.  
  Dalam memahami Islam, Nahdlatul Ulama sangat berhati-hati 
dan tidak mau memecahkan permasalahan keagamaan yang dihadapi 
dengan merujuk langsung kepada nash Al-Quran dan as-Sunnah. Hal ini 
tidak terlepas dari pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama 
tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang 
dapat dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada 
setiap generasi.    
  Nahdlatul Ulama menghendaki ijtihad apabila ijtihad yang 
dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai 
mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam 
tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid lebih baik taqlid (mengikuti) 
kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah 
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memenuhi persyaratannya. Bagi NU taqlid tidak hanya berarti mengikuti 
pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti 
jalan pikiran imam mazhab dalam menggali hukum.
62
  
  Dalam masalah fiqh, Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari 
pengakuan terhadap metode pemahaman Islam yang dikembangkan oleh 
imam-imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali). Dalam 
praktik penetapan hukum atau pengambilan fatwa, Nahdlatul Ulama 
selalu merujuk pada hasil karya imam mujtahid atau lebih dikenal dengan 
kitab kuning secara utuh dari berbagai referensi yang ada, dikaji dan 
diteliti kemudian diputuskan.   
  Mengenai prosesnya, disamping adanya masalah-masalah 
konseptual yang sengaja dimunculkan oleh pengurus lembaga bah}th al-
masa>il, pada umumnya pembahasan dalam forum ini bermula dari adanya 
permasalahan-permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat. 
Mereka mengajukan permasalahan kepada lembaga bah}th al-masa>il 
tingkat ranting atau MWC NU, kemudian diteruskan kepada tingkat 
cabang (kota atau kabupaten) guna menyelenggarakan sidang bah}th al-
masa>il yang hasilnya diserahkan kepada majlis syuriah Nahdlatul Ulama 
tingkat wilayah (propinsi). Setelah itu lembaga bah}th al-masa>il tingkat 
wilayah menampung berbagai permasalahan yang masuk dan kemudian 
menyelenggarakan forum bah}th al-masa>il dengan membahas 
permasalahan-permasalahan tertentu yang dianggap urgen bagi kehidupan 
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umat. Beberapa permasalahan yang belum tuntas atau masih 
diperselisihkan, diserahkan kepada majlis syuriah Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk diinvetarisasi dan diseleksi berdasarkan 
skala prioritas, yang pada gilirannya nanti akan dikaji/dibahas dalam 
forum bah}th al-masa>il yang pelaksanaannya dibarengkan bersamaan 
dengan acara Muktamar, Munas (musyawarah nasional), atau Konbes 
(konferensi besar).
63
 
  Dapat dikatakan bahwa, permasalahan yang dibahas dalam forum 
bah}th al-masa>il merupakan permasalahan-permasalahan yang aktual di 
masyarakat. Artinya, permasalahan tersebut tidak muncul dari ruang 
hampa melainkan dilatarbelakangi oleh berbagai macam situasi dan 
kondisi yang ada di masyarakat dengan berbagai macam aspeknya, baik 
sosial, politik maupun ekonomi. Selain itu terkadang permasalahan 
ditambah dengan permasalahan yang diajukan oleh PBNU sendiri, lalu 
diedarkan kepada para ulama dan para cendekiawan Nahdlatul Ulama 
yang ditunjuk sebagai anggota Lajnah Bah}th al-masa>il agar dipelajari dan 
disiapkan jawabannya, keputusannya oleh Lajnah Bah}th al-masa>il  dalam 
sidang bah}th al-masa>il yang diselenggarakan oleh PBNU bersamaan 
dengan acara muktamar atau musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul 
Ulama.
64
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  Di dalam LBM, prosedur penjawaban disusun secara berurutan. 
Akan tetapi sebelum masuk tahap prosedur penjawaban masalah, ada 
beberapa istilah dalam ketentuan umum yang mesti dipahami oleh semua 
orang yang terlibat dalam bah}th al-masa>il. Dalam ketentuan itu disebutkan 
bahwa kitab yang diperkenankan untuk dipergunakan sebagai literatur 
adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan Ahlussunnah 
wal Jamaah yang kemudian dikenal dengan sebutan al-kutub al-
mu‟tabarah. Kemudian, dalam menjawab masalah, lembaga bah}th al-
masa>il mengikuti pola bermadzhab kepada salah satu madzhab empat, baik 
dengan cara mengambil redaksi ibara>h secara langsung dari qaul/wajah 
dari imam/ulama madzhab, atau bermadzhab secara manhaji> , yakni 
dengan cara mengikuti manhaj/metode yang digunakan oleh imam/ulama 
madzhab.
65
 
  Selanjutnya, secara berurutan prosedur yang telah disepakati 
dalam menjawab masalah adalah sebagai berikut: 
a. Jika terdapat satu qaul/wajah yang sesuai dengan permasalahan yang 
sedang dibahas, maka langkah yang dilakukan adalah dengan 
mengikuti qaul/wajah yang tertera dalam kitab tersebut.  
b. Apabila ditemukan beberapa qaul/wajah terkait dengan masalah yang 
sedang didiskusikan, maka secara jama„i  (kolektif) forum bah}th al-
masa>il memilih satu qaul/wajah lebih kuat. 
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c. Apabila tidak ditemukan qaul/wajah sama sekali yang memberikan 
penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilh}a>q al-masa>il bi Naz}a>iriha> 
(menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab 
dengan kasus serupa yang telah terdapat jawabannya dalam kitab) 
secara jama„i  oleh para ahlinya.  
d. Jika urutan prosedur tersebut belum mampu menjawab permasalahan 
yang ada, maka dilakukan Istinba>t} jama„i  dengan prosedur 
bermadzhab secara manhaji> > oleh para ahlinya. 
  Dalam prakteknya, berdasarkan telaah dokumenter yang dilakukan 
Ahmad Zahro terhadap seluruh keputusan yang menyangkut hukum fiqih 
selama kurun waktu 1926-1999, sejak Muktamar I sampai dengan 
Muktamar XXX, dapat disimpulkan bahwa untuk mengaplikasikan 
pendekatan madzhabi, LBM NU menggunakan tiga macam metode 
Istinba>t} hukum yang diterapkan secara berjenjang. Ketiga macam metode 
Istinba>t}  ini adalah sebagai berikut:66 
a. Metode Qawli> 
  Metode ini adalah suatu cara Istinba>t}  hukum yang digunakan 
oleh ulama NU dalam Lajnah Bah}tsul masa>il ketika membahas 
persoalan hukum dengan cara mempelajari masalah yang dihadapi. 
Setelah dipelajari, persoalan tersebut kemudian dicarikan jawabannya 
pada kitab-kitab fiqih yang menjadi rujukan (kutub al-mu‟tabarah) dari 
empat madzhab. Cara yang ditempuh dalam Bah}tsul masa>il melalui 
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metode qawli>  ini adalah dengan mengacu dan merujuk secara 
langsung pada bunyi teksnya, dengan kata lain mengikuti pendapat-
pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup madzhab. 
  Adapun prosedur pemilihan qaul atau wajah ketika dalam satu 
masalah dijumpai beberapa qaul atau wajah dilakukan dengan memilih 
salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
67
 
1) Dengan mengambil pendapat yang lebih mashlahah dan atau lebih 
kuat. 
2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar I tahun 
1926, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih: 
a) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikani (al-Nawawi dan al-
Rafi’i) 
b) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi 
c) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi’i 
d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama 
e) Pendapat ulama terpandai 
f) Pendapat ulama yang paling wara’.  
 
b. Metode Ilh}a>qi>68 
  Metode ini ditempuh, apabila metode qawli> tidak dapat 
dilakukan. Bila suatu masalah dalam bah}th al-masa>il tidak ditemukan 
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jawabannya secara tekstual pada kitab-kitab madzhab, maka yang 
dilakukan adalah berpindah kepada metode Istinba>t}  berikutnya yang 
disebut ilh}a>q al-masa>il bi naz}a>iriha>. Langkah yang ditempuh melalui 
metode ini adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang 
belum dijawab oleh kitab rujukan (belum ada ketetapannya) dengan 
kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada 
jawaban/ketetapan hukumnya), atau menyamakannya dengan hukum 
yang sudah jadi. Sama halnya dengan metode qawli>, metode ini secara 
operasional juga telah diterapkan sejak lama oleh para ulama NU 
dalam menjawab permasalahan keagamaan yang dimajukan oleh umat, 
khususnya warga nahd}i>yi>n, walaupun baru secara eksplisit dan tanpa 
nama sebagai metode ilh}a>qi>. 
  Sedangkan prosedur yang harus dilakukan dalam metode 
ilh{a>qi> ini adalah dengan memperhatikan unsur (persyaratan) sebagai 
berikut: mulh}iq bih (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), 
mulh}aq alaih (sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya) dan wajh 
al-ilh}aq (faktor keserupaan antara mulh}aq bih dengan mulh}aq „alaih) 
oleh para mulh}iq (pelaku ilh}aq) yang ahli. Metode ilh{a>qi> ini dalam 
prakteknya mirip dengan langkah-langkah dari metode al-qiyas, 
sehingga dapat dinamakan metode qiyasi versi NU.  Perbedaan 
keduanya terletak pada sandaran hukum keduanya. Sandaran hukum 
al-qiyas adalah ketetapan yang sudah ada dalam Al-Qur’an, sementara 
48 
 
sandaran hukum metode ilh}a>qi> adalah pendapat ulama yang tercantum 
dalam kitab fiqih madzhab.   
 
 
c. Metode Manhaji>69  
  Metode manhaji>  adalah suatu cara menyelesaikan masalah 
yang dilakukan LBM dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah 
penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab. 
  Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam bah}th al-
masa>il yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun 
memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujukan 
kepada teks suatu kitab mu’tabar maka digunakanlah metode manhaji> 
dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada Al-Quran, setelah tidak 
ditemukan jawabannya dalam Al-Quran lalu hadis dan begitu 
seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah 
fiqhiyah. 
   Beberapa pokok-pokok materi yang dapat disimpulkan dari 
deskripsi di atas antara lain ada enam hal penting:
70
 
1. Materi pembahasan bah}th al-masa>il mengalami perkembangan yang 
progresif. Perhatian terhadap aspek kehidupan riil sangat dominan 
bahkan menjadi acuan penyeleksian materi bah}th al-masa>il. 
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2. Lebih jauh dari itu menggunakan term bermazhab, bukan berarti bah}th 
al-masa>il NU terpaku hanya pada salah satu mazhab empat. Metode 
penetapan hukum yang dilakukan tidak semata-mata taqlid kepada 
mazhab. Bermazhab yang dilakukan NU tidak hanya pada batasan 
qawli>  (verbalis), yakni mengikuti pendapat-pendapat imam mazhab 
atau para pengikutnya, tetapi bermazhab juga secara manhaji>, yakni 
bermazhab dengan menggunakan metodologi yang digunakan imam 
mazhab atau ashabnya.  
3. Tidak berlebihan bila pada rumusan metode istinbat hukum bah}th al-
masa>il, pada item ketiga, menggunakan term ilhaq dan yang keempat 
istinba>t}   jama‟i. Ilh}a>q al-masa>il bi naz}a>iriha> berarti menyamakan 
hukum suatu masalah, dengan suatu ketetapan hukum yang telah 
dirumuskan mujtahid terdahulu. Sedangkan istinba>t} jama‟i adalah 
ijtihad kolektif untuk memberikan jawaban atas persoalan-persoalan 
aktual yang belum ditemukan sama sekali dalam rumusan hukum para 
mujtahid masa awal. 
4. Perkembangan evolutif dari bermazhab qawli> kepada bermazhab 
manhaji> tidak lepas dari latar belakang sejarah. Tidak banyak terjadi 
perkembangan bah}th al-masa>il sejak masa pertama, tahun 1926 hingga 
Munas alim ulama di Bandar Lampung 1992. Pasca 1992, pergumulan 
warga NU dengan wacana aktual menjadi sebuah kebutuhan, sehingga 
persoalan yang muncul di tengah kaum nahdiyyin merupakan 
persoalan dialektis dengan wacana baru. Di sinilah bah}th al-masa>il 
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dituntut untuk mampu memberikan solusi hukum baru dengan tetap 
merujuk pada al-nushuh al-syariyyah. 
5. Pada dasarnya rumusan istinba>t} jama‟i melepaskan NU dari kurungan 
status quo, atau meminjam istilah John L. Esposito restriction of 
traditionalist, yakni membatasi atau mempertahankan tradisi-tradisi 
yang telah diperoleh dari para pendahulunya. Dengan melakukan 
metode istinba>t} jama‟i maka dalam menetapkan hukum, wacana dan 
konteks sosial menjadi salah satu pertimbangan dialektis. Tanpa 
memperhatikan aktual dan konteks sosial, maka hukum yang 
dihasilkan sulit diterapkan.  
6. Jika dilihat lebih kritis, ide perumusan istinba>t} jama‟i, menjadikan 
hasil bah}th al-masa>il akan semakin berbobot, karena beberapa hal: 
a. Secara kultural NU mempunyai basis hukum (fiqh) yang kuat, 
sehingga diharapkan mampu menggunakan istinbat jama’i dengan 
tepat. Sebagian besar pondok pesantren di lingkungan NU 
menjadikan fiqh sebagai materi pokok bahan pelajaran bagi santri-
santrinya.  
b. Munculnya kaum muda kritis di lingkungan NU baik dijajaran 
kepengurusan NU atau di berbagai Lembaga pendidikan dan sosial 
yang bercorak NU. Mereka umumnya mempunyai wawasan luas, 
tidak saja dalam bidang ilmu keagamaan tetapi juga ilmu-ilmu sosial 
kemasyarakatan. Dengan dua modal dasar itulah akan memperkaya 
dinamika intelektualitas di kalangan NU.  
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C. Pandangan Warga NU Di Kecamatan Karanganom Kabupaten 
Klaten Terhadap Keputusan Muktamar NU ke-30 Tentang Jual Beli 
Cacing 
a. Pandangan Masyarakat NU Tentang Jual Beli Cacing  
  Dari beberapa warga masyarakat NU di Kecamatan 
Karanganom Kabupaten Klaten yang penulis wawancarai, mereka 
banyak yang berpendapat boleh atau membolehkan akan jual beli 
cacing. Salah satunya yaitu Ibu Elok yang berpendapat boleh karena 
cacing dapat digunakan untuk obat sakit typhus. Selagi orang yang 
mengkonsumsi tadi tidak jijik, karena semua amal tergantung pada 
niatnya.
71
 Mayoritas alasan masyarakat yang membolehkan jual beli 
cacing, dikarenakan cacing tersebut banyak manfaatnya untuk semua 
orang yaitu dapat digunakan untuk pakan ternak, umpan memancing 
dan lain-lain. Akan tetapi ada beberapa warga juga yang mengetahui 
alasan dan batasan-batasan diperbolehkannya jual beli cacing.  
b. Pandangan Masyarakat NU Terhadap Kesesuaian Keputusan 
Muktamar NU ke-30 tahun 1999 Tentang Hukum Jual Beli Cacing  
  Dari beberapa warga NU di Kecamatan Karanganom 
Kabupaten Klaten yang penulis wawancarai tentang pendapatnya 
mengenai keputusan Muktamar NU ke-30 tentang jual beli cacing 
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maka penulis kelompokkan hukum dan alasan warga NU dalam 
menentukan hukum tersebut. 
 
 
No Hukum Alasan 
1 Boleh/membolehkan a. Karena banyak manfaat  
b. Harganya lebih murah dan 
terjangkau 
c. Mudah didapatkan 
2 Tidak 
boleh/mengharamkan 
a. Karena menjijikkan 
b. Termasuk binatang yang najis dan 
tidak suci 
c. Termasuk binatang yang tidak bisa 
disembelih 
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Analisis Hasil Keputusan Muktamar NU ke-30 Tentang Jual Beli 
Cacing 
 Telah diketahui bersama bahwa Nahdlatul Ulama menganut paham 
Ahlussunnah wal Jama‟ah dan diharapkan ajaran-ajaran tersebut dapat 
dilestarikan, diamalkan serta disebarluaskan agar dapat selalu berkembang 
dengan benar. Hal ini dimaksudkan agar NU dapat menjawab tantangan 
zaman yang semakin berkembang dengan persoalan-persoalan yang 
muncul sepanjang masa dengan sumber hukum yaitu Al-Quran, hadist, 
ijma’, dan qiyas. Dalam memahami dan menafsirkan ajaran agama Islam 
dari sumber-sumber tersebut, NU tidak melakukannya secara langsung 
melainkan melakukan pendekatan bermadzhab. NU menganut salah satu 
dari empat madzhab. Memang pada kenyataannya madzhab Syafi’i lebih 
diunggulkan daripada tiga madzhab yang lain. Karena sejak pertama kali 
Islam masuk di Indonesia masyarakat telah dikenalkan pada madzhab 
Syafi’i, maka lambat laun ajaran tersebut menjadi suatu kebiasaan, 
sehingga masyarakat pun merasa ajaran tersebut sangat cocok untuk 
diterapkan di Indonesia.
72
 
 Di samping masalah ibadah, NU juga memberikan respon terhadap 
masalah-masalah yang aktual dalam melakukan Bah{t al-Masa>’il, ini 
terbukti bahwa NU mengadakan pembahasan dalam Muktamar ke-30 
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tentang Jual Beli Cacing. Dalam Muktamar NU ke-30 tahun 1999 di 
Kediri Jawa Timur telah diambil keputusan bahwa boleh melakukan jual 
beli cacing karena bermanfaat bagi manusia dan diharamkan karena 
ma‟qud „alaihnya tidak suci.73  
 Setelah melihat hasil keputusan tersebut penulis berpendapat bahwa 
di satu sisi forum ini telah membuat suatu keputusan yang 
membingungkan masyarakat (membolehkan dan mengharamkan). 
Meskipun keduanya mempunyai dasar yang kuat, seharusnya forum 
tersebut mengambil satu keputusan yang pasti seperti tercantum dalam 
prosedur penjawaban masalah hasil Munas Lampung tahun 1992.   
 Uraian mengenai jual beli cacing tersebut dengan 
mempertimbangkan bahwa perkembangan yang terjadi dalam berbagai 
aspek kehidupan masyarakat seringkali mendorong perubahan dan 
pergeseran yang menyangkut tata nilai dan pandangan yang dianut 
Nahdlatul Ulama dalam fungsinya sebagai pembimbing umat, dituntut 
untuk selalu memberikan respon untuk senantiasa positif dan produktif. 
 
B. Analisis Istinba>t} Hukum Nahdlatul Ulama 
 Istinba>t}  al-ahkam di kalangan Nahdlatul Ulama bukan mengambil 
langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi 
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sesuai dengan sikap dasar bermadzhab memberlakukan secara dinamis 
nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.
74
 
 Kata istinba>t} di kalangan Nahdlatul Ulama terutama dalam kerja 
Bah}th al-masa>’il tidaklah popular. Karena kalimat itu telah popular di 
kalangan ulama Nahdlatul Ulama dipahami dengan konotasi yang 
pertama, yakni ijtihad. Sebagai gantinya adalah istilah Bah}th al-masa>’il  
yang artinya membahas masalah-masalah aktual melalui referensi yaitu 
kitab karya para ahli fiqh.
75
 
 Setelah memperhatikan kitab-kitab yang selama ini dijadikan 
sebagai rujukan dalam bah}th al-masa>il, dapat dikatakan bahwa kitab-kitab 
yang dimaksud adalah kitab yang jarang dipaparkan dalam Istinba>t}  
hukum. Dan terlihat bahwa selesai tidaknya pembahasan suatu 
permasalahan tergantung pada ada tidaknya jawaban dalam kitab-kitab 
tersebut. Apabila tidak ada jawaban dalam kitab rujukan maka 
pembahasan suatu masalah dinyatakan mauquf dan akan dibahas pada 
bah}th al-masa>il ditingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu selama ini NU 
dikenal bermadzhab secara qawli> yang mengambil secara langsung 
pendapat dari kitab fiqh karya Syafi’i/Syafi’iyah sebagai rumusan final 
hukum Islam.  
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 Dalam melakukan penggalian hukum, NU menggunakan 
metodologi seperti yang telah diatur dalam Munas Lampung tahun 1992. 
Keputusan Munas tersebut telah mengatur tentang sistem pengambilan 
keputusan hukum dalam Bah}th al-masa>il dilingkungan Nahdlatul Ulama 
yang meliputi prosedur penjawaban masalah yang benar, prosedur 
pemilihan qawl, prosedur melakukan ilh}aq dan Istinba>t}. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para pelaku Bah}th al-
masa>il agar tidak terjadi kekeliruan dan mendapatkan keseragaman serta 
hasil yang maksimal. Semua yang tercantum dalam hasil Munas Lampung 
tersebut digunakan dalam setiap pengambilan keputusan tentang berbagai 
permasalahan yang dimunculkan. 
 Dalam setiap pelaksanaan Bah}th al-masa>il prosedur yang telah 
disepakati dalam menjawab masalah adalah sebagai berikut
76
 : 
1. Jika terdapat satu qawl/wajah yang sesuai dengan permasalahan yang 
sedang dibahas, maka langkah yang dilakukan adalah mengikuti 
qawl/wajah yang tertera dalam kitab tersebut. 
2. Apabila ditemukan beberapa qawl/wajah terkait dengan masalah yang 
sedang didiskusikan, maka secara jama„i  (kolektif) forum bah}tsul 
masa>il memilih satu qawl/wajah lebih kuat. 
3. Apabila tidak ditemukan qawl/wajah sama sekali yang memberikan 
penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilh}aq al-masa>il bi Naz}a>iriha> 
(menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab 
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dengan kasus serupa yang telah terdapat jawabannya dalam kitab) 
secara jama„i  oleh para ahlinya.  
4. Jika urutan prosedur tersebut belum mampu menjawab permasalahan 
yang ada, maka dilakukan Istinba>t}  jama„i  dengan prosedur 
bermadzhab secara manhaji>  oleh para ahlinya. 
 Dari prosedur diatas dapat dilihat bahwa di NU telah diatur 
sedemikian rupa tentang tata cara pengambilan keputusan dalam Bah}th al-
masa>il.  Prosedur harus dilakukan berdasarkan urutan yang ada dari 1 
sampai dengan 4. Apabila dalam suatu permasalahan dapat dicakupi oleh 
satu qawl/wajah maka dipakai qawl/wajah tersebut, bila ada lebih dari satu 
maka dilakukan pemilihan qawl/wajah, bila tidak ada qawl/wajah sama 
sekali maka dilakukan ilh}aq dan bila tidak dimungkinkan melakukan ilh}aq 
maka dilakukan Istinba>t}  jama„i. 
 Adapun metode yang digunakan dalam kerja Bah}th al-masa>il ada 
tiga macam. Ketiga metode tersebut diterapkan secara berjenjang yaitu: 
1. Metode  Qawli> 
Metode ini adalah suatu cara istinba>t} hukum yang digunakan oleh 
ulama NU dalam kerja Bah}th al-masa>il dengan mempelajari masalah 
yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh 
dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung 
pada bunyi teksnya. Atau dengan istilah lain mengikuti pendapat-
pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan mazhab tertentu. 
2. Metode Ilh}aq 
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Yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab 
oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah 
serupa yang telah dijawab oleh kitab atau menyamakan dengan 
pendapat yang sudah jadi. 
3. Metode Manhaji> 
Mendasarkan jawaban mula-mula pada Al-Quran setelah tidak 
ditemukan jawabannya dalam Al-Quran lalu pada hadis dan begitu 
seterusnya yang akhirnya sapailah pada jawaban dari kaidah fiqhiyah. 
 
C. Analisis  Pandangan  Warga  Masyarakat  NU  Di  Kecamatan  
Karanganom Kabupaten  Klaten  Terhadap  Keputusan  Muktamar  NU 
ke-30 Tentang Jual Beli Cacing 
 Seorang manusia yang hidup di abad modern ini, dituntut untuk 
mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bias hidup 
layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya. Pada 
saat itu orang-orang tidak peduli lagi darimana harta dia dapatkan.
77
  
 Sebagaimana Islam agama yang telah sempurna hukum-hukumnya 
telah mengatur bagaimana cara kita memperoleh harta yang baik lagi halal 
sebagaimana dalam firmannya: 
                                 
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Artinya: 
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu”. (Al-Baqarah:168)78 
 Ada dua bentuk jual beli dalam hukum Islam yaitu jual beli yang 
diperbolehkan seperti jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, 
dan jual beli yang dilarang seperti jual beli yang tidak memenuhi syarat 
dan rukunnya. Salah satu contoh dari jual beli yang dilarang adalah karena 
barang yang diperjualbelikan itu adalah barang najis seperti darah, 
bangkai, babi dan lain-lain. 
 Semua itu dilarang agama untuk diperjualbelikan. Namun dalam 
kehidupan nyata masih ada yang memperjualbelikannya. Baik digunakan 
untuk makanan maupun untuk obat-obatan. Dari berbagai kasus jual beli 
barang najis salah satunya adalah jual beli cacing. 
 Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa cacing sebagai 
sesuatu yang menjijikkan dan tidak berguna, padahal cacing dapat 
memberikan hasil yang tidak sedikit apabila dimanfaatkan. Selain untuk 
makanan burung, cacing dapat digunakan pula sebagai penghasil pupuk 
organik, bahan baku pakan ternak dan ikan, umpan memancing, bahan 
baku obat-obatan dan sebagainya. Dengan melihat kondisi perekonomian 
Indonesia yang semakin terpuruk, lapangan pekerjaan yang tidak 
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memadai, pertambahan penduduk yang hidup dengan penuh persaingan 
dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, maka dirasa perlu diberikan 
kesempatan bagi masyarakat untuk mencukupinya, dengan sedikit modal 
dan hasil yang maksimal.
79
 
 Begitu pula dengan mereka yang berkompeten dalam jual beli 
cacing. Bagi orang yang berprofesi sebagai penjual dan pembeli barang 
yang dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang menjijikkan dan tidak 
suci, tentu mereka akan lebih mantab dalam menjalankan aktivitas tersebut 
setelah mengetahui hukumnya. Maka dengan keluarnya keputusan ini 
diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan membantu meningkatkan 
perekonomian Indonesia meskipun hanya berskala kecil.  
 Dari beberapa warga masyarakat NU di Karanganom Klaten yang 
penulis wawancarai, banyak dari mereka yang berpendapat mengenai 
keputusan Muktamar NU ke-30 tahun 1999 bahwa jual beli cacing adalah 
boleh. Mereka beranggapan karena cacing mempunyai banyak manfaat. 
Seperti pendapat dari Bapak Handoko yang mengutarakan:
80
 
 “Semua itu kembali lagi pada niatnya, seseorang yang beli cacing 
itu tadi digunakan untuk apa. Kalau untuk kemaslahatan atau 
kemanfaatan dan menimbulkan kemudhorotan lebih sedikit dari yang lain 
menurut saya boleh. Selagi orang yang menggunakan atau mengkonsumsi 
tadi tidak merasa jijik. Toh semua amal tergantung pada niatnya. 
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 Dan perbedaan perdapat seperti itu mmeang fitrah. Karena para 
ulama-ulama kita tidak berguru hanya pada satu orang, dan kitab yang 
menjadi sumber rujukan juga tidak hanya satu”.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Dari seluruh uraian yang ada dalam skripsi ini penulis dapat 
mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Menurut Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 di Pondok 
Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur pada tanggal 21-27 Nopember 
1999 bahwa  Jual Beli Cacing hukumnya terdapat khilaf (beda 
pendapat) di kalangan ulama NU. Ada yang membolehkan, karena ada 
unsur manfaatnya dan ada yang mengharamkan, karena dianggap hina 
dan menjijikkan. Keputusan tersebut merujuk pada kitab Al Fiqh al-
Islami wa Adillatuh dan Al Fiqh ‘ala al-Madzhahib al-Arba’ah. 
2. Nahdlatul Ulama mempunyai tiga metode istinbat hukum dalam kerja  
Bah}th al-masa>il yang diterapkan secara berjenjang yaitu metode 
qawli>, metode ilh}a>qi dan metode manhaji>. Metode-metode tersebut 
digunakan untuk memberikan pedoman bagi para pelaku Bah}th al-
masa>il agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dan mendapatkan 
keseragaman serta hasil yang maksimal dalam membuat suatu 
keputusan. 
3. Pandangan beberapa warga masyarakat NU di Karanganom Klaten 
terhadap jual beli cacing yang terdapat dalam keputusan Muktamar 
NU ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur  tahun 
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1999 tentang jual beli cacing bahwa jual beli cacing adalah boleh, 
apabila digunakan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan bagi yang 
menggunakan atau mengkonsumsi binatang tersebut selagi mereka 
tidak merasa jijik. 
 
B. SARAN-SARAN 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mengemukakan hal 
yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu :  
1. Adanya kelemahan dalam materi keputusan dari segi penulisan dan 
penerjemahan dapat mengakibatkan sebuah masalah baru bagi kaum 
awam yang tidak mengerti akan batas kehalalan/keharaman suatu 
barang atau makanan. 
2. Karena NU dipandang sebagai organisasi dengan masa yang dominan, 
maka NU harus lebih kritis dalam menanggapi problem-problem yang 
dijadikan sebagai masalah keagamaan di dalam komunitas warganya. 
3. Walaupun setiap hasil keputusan tidak mengikat terhadap warga 
Nahd}iyin, tetapi setiap keputusan muktamar tetap dilaksanakan sampai 
masyarakat bawah. Karena bagaimanapun juga umat sangat 
membutuhkan informasi tentang hukum keagamaan apalagi yang 
bersifat aktual maupun konseptual.   
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LAMPIRAN 
Daftar Pertanyaan 
1. Bagaimana menurut Anda mengenai binatang cacing yang katanya terdapat 
banyak manfaat? 
2. Apakah Anda pernah menjumpai pedagang atau pembeli cacing? 
3. Bagaimana menurut Anda mengenai jual beli cacing? 
4. Dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 Tahun 1999 tentang Jual 
Beli Cacing , bagaimanakah menurut pendapat pribadi Anda mengenai hasil 
keputusan tersebut? 
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